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ABSTRAK 
ARDILLAH RAHMAN (B111 09 344), Implemented Penjatuhan Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, dibimbing oleh Andi Sofyan, 
& Amir llyas. 
 
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada 
dasarnya bertujuan memberikan efek psikologis atau jera terhadap pengguna 
narkotika itu agar pengguna tersebut tidak lagi menggunakan narkotika 
setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam 
sistem hukum Indonesia sebelum penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku 
penyalahgunaan narkotika oleh Hakim ada beberapa tahap yang perlu 
dilakukan tahapannya dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, sampai 
penuntutan di Pengadilan. Pengadilan berwenang dalam memproses setiap 
perkara pidana yang terjadi di wilayah hukumnya yang dilaksanakan oleh 
hakim melalui persidangan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 
Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan 
narkotika di Pengadilan Negeri Sengkang. Apakah yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sengkang. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 
 
Pengumpulan data primer dilakukan langsung kelapangan dilakukan dengan 
wawancara dan mempelajari berkas perkara yang ada kaitannya dengan 
permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui 
buku-buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan 
bahan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menerapkan sanksi 
pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana 
Narkotika. Adapun terdapat beberapa kelemahan oleh hakim yang 
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera 
bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pertimbangan yang dilakukan oleh 
hakim terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ini didasari pertimbangan 
yuridis dan sosiologis yang lebih dahulu dilakukan dengan pemeriksaan 
terhadap alat bukti. Kendala yang ditemui hakim dalam penjatuhan pidana 
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A. Later Belakang Masalah 
Setiap warga negara wajib "menjunjung hukum". Dalam kenyataan 
sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga 
negara tersebut "melanggar hukum" karena kewajiban tersebut telah 
ditentukan berdasarkan hukum.1 
Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi 
manusia lain (Homo homini lupus), selalu mementingkan diri sendiri dan 
tidak mementingkan orang lain2 sehingga bukan hal yang mustahil bagi 
manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak 
disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang 
pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidanai 
(delik).2 
Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adaiah tindak 
pidana Narkotika. Narkotika adaiah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang 
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-
golongan. 
2 
UU No. 35 tahun 2009, adalah UU yang direvisi dan dibuat untuk 
memberikan filter atau batasan bagi masyarakat agar yang termasuk jenis-
jenis narkotika dan psikotropika, digunakan hanya untuk kepentingan 
medis/pengobatan dengan dosis tertentu yang sudah ditetapkan. Di luar dari 
pada itu, penggunaannya sudah dikenakan sanksi/hukuman yang telah diatur 
dalam UU. 
Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat 
di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang 
sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan 
pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan 
psikotropika dalam kenyataan semakin meningkat, mendorong Pemerintah 
Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997tentang 
Psikotropika. 3 
Peredaran psikotropika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah 
sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan 
psikotropika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan 
empiris, pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan 
kesehatan, tapi lebih jauh daripada itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis 
(ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, balk fisik maupun 
psikis generasi muda.4 
3 
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam 
hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang 
bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini 
memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis 
penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap 
aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan 
secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga 
pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran' bahwa kejahatan tersebut 
hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan 
sosial masyarakat.
5 
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  psikotropika,  telah 
banyak  dilakukan   oleh   aparat  penegak   hukum   dan   telah   banyak 
mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini 
diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya 
peredaran perdagangan psikotropika, tap! dalam kenyataannya justru 
semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula 
peredaran perdagangan psikotropika tersebut.6 
Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan 
hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke tingkat 
peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum 
dan keadilan masyarakat. Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak 
hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati-
4 
matian. pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban 
yang telah berjatuhan sebagai dampak ketergantungan psikotropika 
tersebut.7 
Hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan 
dalam memroses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diperoleh fakta 
bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, 
tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidana 
nya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal, tapi sebagian. 




Tindakan operasional aparat penegak hukum di lapangan secara 
kuantitas menunjukkan peningkatan frekuensinya, tapi belum mampu 
menurunkan intensitas kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal 
penegakan hukum diharapkan para aparat penegak hukum dituntut 
profesionalitasnya di bidang hukum dengan ditunjang oleh etika profesi 
hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, sistem penegakan hukum terhadap 
tindak pidana psikotropika sangat ditentukan oleh faktor nilai-nilai, aturan-
aturan, dan norma-norma hukum.9 
Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada, pihak konsumen 
pencandu psikotropika rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda. 
Hal pertama, menyangkut prestise, kebanggaan atau ingin sekadar tahu, 
yaitu salah satu motivasi seseorang melibatkan dirinya dalam mengonsumsi 
5 
psikotropika tersebut. Permasalahan kedua, kondisi lingkungan kehidupan di 
keluarga. Permasalahan ini merupakan salah satu faktor yang menonjol, 
yaitu lemahnya mekanisme komunikasi antara anak dengan orang tua dan 
komunikasi antara orang tua dan guru dalam melakukan kontrol terhadap 
kemajuan anak didik. Permasalahan ketiga, diakibatkan kurangnya 
masyarakat ikut berperan serta secara aktif terhadap pemecahan 
permasalahan sosial dan untuk mencari solusi guna meminimalkan 
kesenjangan sosial yang semakin tajam tersebut. Kuatnya pengaruh 
pergaulan teman sebaya, demikian juga pergaulan muda-mudi dewasa ini 
terdapat kecenderungan lebih mengarah pada budaya simbolik, "yaitu untuk 
sekedar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok muda-mudi 
lainnya, agar dianggap sebagai masyarakat perkotaan.10 
Mekanisme peredaran dan pemasaran psikotropika, sangat ekuivalen 
dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam serta (locus deficit!) 
pemasaran psikotropika seiring beredar di tempat-tempat tersebut. Di sini, 
terdapat suatu paradigma antagonis, yaitu keberadaan tempat-tempat 
hiburan tersebut, di sisi lain memberikan lapangan kerja dan memberikan 
pendapatan daerah, serta menunjang pengembangan daerah metropolitan, 
tapi pada sisi lainnya, memberikan dampak terjadinya penyalahgunaan 
psikotropika. Hal ini disebabkan oleh tidak patuhnya para pengelola tempat 
hiburan untuk ikut bertanggung jawab menyelamatkan generasi muda. 
Mereka masih melihat psikotropika justru merupakan faktor yang 
6 
mendatangkan keuntungan usahanya. Komitmen para pengelola hiburan 
terhadap pencegahan peredaran psikotropika hanya sebatas pada hal-hal 
yang bersifat simbolik belaka.11 
Dalam   rangka   penegakan   hukum terhadap   peredaran   gelap 
psikotropika, kita hams mengamati tentang penerapan sanksi. Sanksi dalam 
wujudnya dapat berbentuk ancaman (sanksi negatif) dan bentuk suatu 
harapan (sanksi positif). Penegakan hukum akan menimbulkan suatu 
ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami, sehingga 
mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Oleh 
sebab itu, perlu dikembangkan sistem penghukuman dan pembelian imbalan 
yang sepadan. Bagi pelaku kejahatan harus ditindak secara tegas 
berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam 
memberantas peredaran psikotropika juga diberikan imbalan yang pantas12. 
Masalah sanksi ini, persepsi terhadap faktor risiko merupakan indikator 
yang menentukan berat ringannya suatu hukuman. Salah satu faktor yang 
menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana ialah kecepatan dalam 
penegakan hukum. Bilamana secara dini setiap kejahatan sekecil apa pun 
hukum ditegakkan, kejahatan itu tidak akan membesar sehingga berdampak 
pada kebutuhan waktu dan biaya cukup besar dalam penanganan 
masalahnya. Dilihat dari setiap grafik kejahatan maka dapat diasumsikan 
bahwa ada hubungan linear antara efektivitas sanksi dengan kepatuhan dari 
tingkah laku. Berdasarkan hal tersebut, dalam penegakan hukum diperlukan. 
7 
teknik-teknik penghukuman dengan teori stigma atau membangkitkan budaya 
rasa malu. Stigma akan memberikan hukuman kepada seseorang yang 
memberikan dampak pada perasaan dan sikap ternoda dalam hidupnya, 
sedangkan budaya rasa malu sebenarnya akan lebih tepat sehingga manusia 
akan menjauhi segala larangan hukum yang dapat mempermalukan dirinya 
sendiri. 
Dari beberapa fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa masalah 
penyalahgunaan psikotropika tersebut dapat dipandang sebagai masalah 
lingkungan hidup dan merupakan tanggung-jawab negara dan masyarakat. 
Oleh sebab itu, kita memerlukan konsep penanggulangan secara 
komprehensif dengan menitikberatkan pada peran serta masyarakat serta 
pengembangan keberadaan sikap dan tingkah laku penegak hukum secara 
intensif.13 
penggunaan psikotropika secara tidak sah. Peran serta masyarakat 
misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan 
psikotropika secara tidak sah. Pelaporan masyarakat ini sangat menentukan 
keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana1 psikotropika. Namun 
demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut 
karena masalah jaminan dan keamanan dirinya. Pelaku-pelaku kejahatan di 
bidang psikotropika ini memiliki jaringan amat luas dan dilakukan oleh 
kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan. Gejala atau fenomena 
terhadap penyalahgunaan psikotropika dan upaya prevensinya saat ini 
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sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Penyalahgunaan 
psikotropika dewasa ini sudah mendekati pada suatu tindakan yang amat 
membahayakan, tidak hanya menggunakan obat-obat saja, tetapi sudah 
meningkat kepada pemakaian jarum suntik yang pada akhirnya akan 
menularkan HIV.14 
Perkembangan kejahatan psikotropika dewasa ini telah menakutkan 
kehidupan masyarakat. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah 
berupaya untuk meningkatkan program-program pencegahan dari tingkat 
penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan 
psikotropika.
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk 
melakukan penelitian yang mendalam tentang penerapan hukum dan 
pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana narkotika. Untuk itu 
penulis mengangkat skripsi dengan judul: 
IMPLEMENTASIPENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU 
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus Tahun 2010 - 2012 di Kabupaten Wajo) 
B.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
pidana narkotika Berdasarkan Undang Undang Narkotika No.35 
Tahun2009? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika Berdasarkan Undang 
Undang No.35 Tahun 2009?  
C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana narkotika yang kaitannya dengan Undang 
Undang No.35 Tahun 2009. 
2. Untuk    Mengetahui    bagaimana    pertimbangan    hakim    dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika 
dilihat dari Undang Undang narkotika No.35 tahun 2009.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 
para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materiil 
terhadap pelaku tindak pidana narkotika. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian. 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang bemninat untuk meneliti tebih 








A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 
Pada   sub   bab   ini   Penulis   akan   menjelaskan   pengertian 
pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan sistem pemidanaan di Indonesia.  
1. Definisi Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk 
menanggulangi tindak pidana. Pendekatan mengenai peranan pidana 
dalam menghadapi kejahatan menurut Anttila telah berlangsung 
beratus-ratus tahun." Penggunaan sanksi pidana untuk 
menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua 
dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang 
menyebutkan sebagai "older philosophy of crime control"17 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" 
pada umumnya diartikan, sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" 
diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana 
materiil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan 
kedua hal tersebut sebagai berikut :18 
a. Hukum pidana materiil-terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu. 
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b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu. 
 
Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana 
formil sebagai berikut :19 
a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan 
orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas 
pelanggaran pidana. 
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil 
terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana 
materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim 
serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum 
pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam 
sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum1 yang 
mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibersarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban 
juga orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga 
teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 
jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain 
takut melakukan kejahatan serupa. 
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Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana 
atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa 
tahap perencanaan sebagai berikut: 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.  
2. Teori Tujuan Pemidanaan 
Alf Ross mengemukakan bahwa "Concept of Punishment" 
bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:20 
1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang 
yang bersangkutan (punishment is aimed at anflicting suffering 
upon the person upon whom it is imposed); 
2. Pidaria itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap 
perbuatan si pelaku (the punishment is an expression of 
disapproval of the action for witch it is imposed). 
 
Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan  itu 
sendiri,   terlebih   dahulu   dilihat   unsur-unsur   atau   ciri-ciri   pidana 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief 
sebagai berikut21: 
a. Pidana   itu   pada   hakekatnya   merupakan   suatu   pengenaan 
penderitaan  atas  nestapa  atau  akibat-akibat  lain yang  tidak 
menyenangkan;  
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b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);  
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang. 
 
Berdasarkan uraian di atas, M. Shoelehuddin mengemukakan 
sifat dan unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan 
tersebut, yaitu: 
a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung 
tinggi harkat dan martabat seseorang;  
b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat 
orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 
menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif 
bagi usaha penanggulangan kejahatan;  
c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil 
(baik   oleh   terhukum   maupun   oleh   korban   penanggulangan 
kejahatan).22 
Hal senada terdapat pada pernyataan Roscoe Pound yang 
merupakan seorang ahli filsafat hukum yang mengemukakan 
uraiannya bahwa pada akhir abad ke-19 tumbuh suatu cara pemikiran 
baru, dimana sarjana-sarjana hukum tidak lagi berbicara tentang 
kemauan manusia pribadi, tetapi mulai berpikir dalam istilah kebutuhan 
manusia dalam masyarakat, dan tujuan hukum dihubungkan dengan "   
tujuan sosial Di sini mulai tumbuh tujuan atau fungsi hukum sebagai. 
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tool of social engineering, yaitu bahwa hukum telah beralih, tidak saja 
sebagai   alat   untuk   memelihara   ketertiban   dalam   masyarakat, 
melainkan sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan 
masyarakat.23 
Dari pernyataan di atas, hukum pidana mendapat pengaruh dari 
pandangan Rescue Pound, yang akhirnya menimbulkan aliran hukum 
pidana modem, yaitu tujuan hukum pidana untuk melindungi individu 
dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat itu 
haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik 
dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan. 
Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan 
oleh   para   ahli   untuk   menjelaskan   secara   mendetail   mengenai 
pemidanaan   dan   tujuan   dari   dijatuhkannya   pemidanaan.   Pada 
umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, 
yaitu:  
a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldtngs 
Theorien) 
b. Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) I (De Relatieve Theorien) 
c. Teori gabungan (Vemegins Theorian) 
Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori-teori tersebut 
sebagai berikut: 
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1. Teori absolut / teori pembaiasan / teori retributif (Vergeldings 
Theorien) 
Aliran Ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau 
vergeltung). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Penganut dari 
teori ini antara lain Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, 
Herbart Immanuel Kant berpendapat bahwa pembalasan atas 
suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak 
menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat 
yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. 
Selain itu teori ini menyatakan bahwa pidana tidaklah 
bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat 
Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk 
dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan 
suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat 
menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat 
dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori 
ini disebut teori absolute. Pidana merupakan tuntutan mutlak, 
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi. menjadi 
keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. 
Namun dengan melihat teori ini, M. Cherif Bassiouni 
berpendapat bahwa hukum pidana penuh dengan gambaran-
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gambaran mengenai perlakuan oleh ukuran-ukuran sekarang 
dipandang kejam dan melampaui batas. Selanjutnya dikatakan 
bahwa pembaharuan pidana di Eropa kontinental, selanjutnya di 
Inggris justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman 
pidana. Atas dasar pandangan yang demikian kiranya ada 
pendapat bahwa theory retributive atau teori pembalasan dalam hal 
pemidanaan merupakan "a relic of barbarism" (sebuah peninggalan 
dari kebiadaban).24 
2. Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) I (De Relatievs 
Theorien) 
Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori 
absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan 
tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak 
mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi 
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah 
dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai "teori perlindungan 
masyarakat" (the theory of social defense)25 
Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama 
pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan 
mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun 
publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial 
dalam masyarakat (rechtsorde; social orde) untuk prevensi 
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terjadinya kejahatan, maka dari itu untuk merealisasikannya 
diperlukan pemidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah 
menakuti, memperbaiki, atau membinasakan. 
Dengan demikian menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari 
hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya 
dinyatakan bahwa "Di antara para sarjana hukum diutarakan 
bahwa tujuan hukum pidana ialah": 
a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, 
baik menakut-nakuti orang banyak (generate preventie), 
maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan 
kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan 
lagi (speciale preventie). 
b. Untuk   mendidik   atau    rnemperbaiki   orang   yang    sudah 
menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang 
yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.26  
 
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana 
pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang 
ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general 
preventie) yang drtujukan ke masyarakat. Dengan penjelasan 
bahwa pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku 
yang tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki 
agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik) dan 
pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah 
niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana 
agar tidak melakukan tindak pidana lagi). 
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Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu 
pidana ialah: 
1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya 
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak 
melaksanakan niat buruknya; 
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana; 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 
mungkin diperbaiki; 
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata 
tertib hukum.27 
 
Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan 
yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif 
(prevention) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan 
pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti 
(detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, 
baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, 
maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Selanjutnya tujuan 
perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku 
dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga 
nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehar hari 
sebagai manusia yang sesuai dengan. nilai-nilai yang ada di 
masyarakat. 
Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri 
Teori Relatif, yaitu:28 
1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan; 
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2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim), tetapi 
merupakan saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, 
yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare); 
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan 
atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana. 
 
3. Teori gabungan (Vernegins Theorien) 
Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori 
Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang 
menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya 
didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan 
tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi 
yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa 
menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan 
keseimbangan antara kedua unsur ada. 
Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin 
yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan 
politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan  
masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan 
keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan 
masyarakat/negara, korban dan pelaku.1 
Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat digolongkan 
dalam dua golongan besar, yaitu :2 
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a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
 
Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini 
bertujuan untuk: 
a. Pembalasan, membuat pelaku menderita; 
b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana; 
c. Merehabilitasi pelaku; 
d. Melindungi masyarakat 
 
Dengan berkembangnya restorative justice saat ini sebagai 
koreksi atas retribusi justice (keadilan yang merestorasi) secara 
umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan 
kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan 
sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan 
keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah diakomodir oleh  
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Prdana (RKUHP) tahun 
2013. 
Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 
2013 : 
(1) Pemidanaan bertujuan : 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat;  
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;  
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c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan  keseimbangan dan  mendatangkan  rasa 
damai dalam masyarakat;  
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;  
e. memaafkan terpidana 
 
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia. 
Dalam Pasal 55 R-KUHP juga terdapat pedoman 
pemidanaan yang belum diatur dalam UU kita :  
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan : 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana 
d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; 
e. Cara melakukan tindak pidana; 
f. Sikap   dan   tindakan   pembuat   sesudah   melakukan   
tindak pidana  
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat 
tindak pidana;  
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana;  
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban; 
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan /atau;  
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan. 
 
(2) Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan 
pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat 
dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau 
mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan 
dan kemanusiaan. 
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Dari aturan di atas dapat dicermati bahwa dalam R-KUHP 
menganut teori prevensi, rehabilitasi dan restoratif dalam tujuan 
pemidanaannya. Teori prevensi umum tercermin dari tujuan 
pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. 
Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan 
pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan 
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, dan 
restoratif terdapat dalam tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk 
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
damai dalam masyarakat; membebaskan rasa bersalah pada 
terpidana; dan memaafkan terpidana. 
Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di 
Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang 
diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 
1 tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, beserta 
perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, 
Undang-Undang No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa 
perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 pip tentang 
perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. 
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Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan zaman 
penjajahan Belanda sudah tidak dipakai lagi, tetapi sistem 
pemidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, 
meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana delik dikenai dalam beberapa istilah 
seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. 
Menurut Kamus Hukum bahwa: 
"delik adalah perbuatan yang melanggar undang - undang 
pidana dan karena itu bertentangan dengan undang - undang yang 
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Menurut Subekti, delik adalah perbuatan yang diancam dengan 
hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenai beberapa istilah 
untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-undang Dasar 
Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-undang Nomor 1 
tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan - Pengadilan 
Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang 
Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Penjajahan Ordonatie Tijdelijke 
Byzondere Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat 
Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).32 
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Pada dasarnya istilah-istilah di atas, merupakan istilah yang berasal 
dari kata strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, 
baar, dan feit. Straf dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, 
baar dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
 
Menurut Adami Chazawi, kata "delik" sebenarnya tidak 
berhubungan dengan kata "strafbaar feit". Kata "delik" berasal dari 
bahasa latin yaitu "delictum", namun dalam sisi pengertiannya tidak 
ada perbedaan mengenai pengertiannya.33 
Menurut Andi Zaenal Abidin Farid, kata "delik" berasal dari 
bahasa latin yaitu "delictum" atau "delicte" yang dalam bahasa 
Belanda dengan Istilah "strafbaar feit". Kata strafbaar feit oleh para 
pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya 
masing-masing.34 
Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua 
pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan 
pertama adalah pandangan monistis.35 Pandangan Monistis adalah 
suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya 
pidana sebagai sifat dari perbuatan. Para ahli yang menganut 
pandangan ini antara lain adalah Simons yang memberikan defenisi 
tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 
seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya 
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dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum.36 
Pandangan kedua adalah pandangan dualistik. Pandangan ini 
berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana hams dipisahkan. Salah satu ahli yang 
berpandangan dualistik adalah Moeljatno yang memberikan rumusan 
tindak pidana sebagai berikut:37  
a. Adanya Perbuatan Manusia; 
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam Undang-undang;  
c. Bersifat melawan hukum. 
Pengertian Moeljatno di atas memang tidak memasukkan unsur 
pertanggungjawaban pidana, namun ditegaskan bahwa agar 
terjadinya tindak pidana tidaklah cukup dengan terjadinya tindak 
pidana itu sendiri, tetapi juga mengenai kemampuan orang yang 
melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan 
pidananya. Pompe membagi atas dua pengertian yaitu :38 
1. Defenisi menurut teori memberikan 'pengertian "strafbaar feit" 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyamatkan kesejahteraan 
umum. 
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar 
feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-
undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
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Lebih lanjut Bambang Poemomo menjelaskan bahwa istilah 
delik, strafbaarfeit, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan 
pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang 
dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan 
ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan 
tersebut.39 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
a. Unsur Perbuatan 
1) Perbuatan Mencocoki Rumusan Tindak Pidana 
Unsur perbuatan adalah salah satu unsur obyektif dari 
unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana selain unsur 
subyektif. 
Rumusan undang-undang hukum pidana selain bersifat 
melarang berbuat sesuatu, ada pula yang mengharuskan untuk 
berbuat sesuatu yang jika tidak diindahkan maka pelakunya 
dikenakan sanksi pidana. 
Menurut Sofyan Sastrawidjaja, perbuatan atau kelakuan 
manusia ada yang berupa perbuatan aktif (berbuat sesuatu) 
dan adapula berupa perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu). 
Perbuatan aktif manusia yang menimbulkan suatu kejahatan 
misalnya : membunuh Pasal 338 KUHP, menganiaya Pasal 351 
KUHP, sedangkan perbuatan pasif manusia walaupun dalam 
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keadaan tidak berbuat sesuatu dapat menimbulkan suatu tindak 
pidana misalnya, tidak melapor kepada yang berwajib bila 
mengetahui ada suatu permufakatan jahat; adanya niat untuk 
melakukan suatu kejahatan tertentu Pasal 164, 185 KUHP; 
tidak mengindahkan kewajiban menurut Undang-Undang 
sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, Pasal 224 KUHP: tidak 
member: pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi 
maut.40  
2) Perbuatan Melawan Hukum. 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu 
harus bersifat melawan hukum (wedderrechtetijkheid 
rechtsdrigkeit), meskipun unsur in; tidak dinyatakan dengan 
tegas dalam perumusannya. Sebagian besar dari perumusan 
delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur 
melawan hukum ini, hanya beberapa delik yang menyatakan 
dalam rumusannya.41 
Menurut Sofyan Sastrawidjaja, ada dua jenis sifat 
melawan hukum yaitu:42 
1. Sifat melawan Hukum Formil (formele 
wedderrechtelickheid). 
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Melawan hukum formil adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam 
undang-undang pula. Jadi melawan hukum formil adalah 
melawan undang-undang, sebab hukum formil adalah 
undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan 
syarat untuk dapat dipidananya perbuatan yang bersumber 
pada asas legalitas. 
2. Sifat melawan hukum materiil (materiele 
wedderrechteljikhid). 
Dalam sifat melawan hukum materiil, perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang itu belum tentu bersifat 
melawan hukum. Dengan demikian, dalam sifat melawan 
hukum materiil adalah yang dinamakan hukum itu bukan 
hanya undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga meliputi 
hukum tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat atau membahayakan 
kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat 





3) Tidak Ada Alasan Pembenar. 
Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat 
melawan hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan 
yang dibenarkan.  
b. Unsur Pembuat 
1) Kemampuan Bertanggung Jawab 
Ajaran Kemampuan bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaarheid) ini mengenai keadaan jiwa/batin 
seseorang yang normal/sehat jika melakukan tindak pidana. 
Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan 
tentang arti kemampuan bertanggung jawab itu. Menurut Sofjan 
Sastrawidjaja dalam Memorie Van Toelichting menerangkan 
secara negatif bahwa "tidak mampu bertanggung jawab" 
(onteorekeningsvatbaarheid) dari pembuat adalah:43 
1) Dalam pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara 
berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang 
dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa/ 
dwanghandelingen). 
2) Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, 
sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat 
perbuatannya (nafsu patologis/patholigische drife, gila, 
pikiran tersesat, dan sebagainya). 
 
Menurut Van Hamel orang mampu bertanggung jawab itu 
harus memenuhi tiga syarat yaitu:44 
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1) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-
sungguh dari perbuatannya itu sendiri. 
2) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat perbuatannya 
itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. 
3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan 
perbuatan.  
2) Ada Kesalahan 
Perkataan "kesalahan" merupakan terjemahan dari 
perkataan dari bahasa Belanda, schuld.45 Pengertian kesalahan 
itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu pengertian secara umum 
dan pengertian secara yuridis. 
Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan 
adanya undang-undang serta peraturan yang berlaku, sehingga 
setiap orang mampu mempertanggungjawabkan pidana, tidak 
dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan 
adanya suatu peraturan perundang-undangan dengan ancaman 
hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. 
Adanya suatu ketakutan yang melawan hukum belum 
cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan 
pembuat itu dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) atas 
perbuatannya. Jadi untuk memidana seseorang harus memiliki 
dua unsur, yaitu: 
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1. Perbuatan harus melawan hukum; dan 
2. Harus ada kesalahan. Kesalahan tersebut dibagi menjadi 
dua yaitu sengaja (dolus) dan kelalaian (culpa). 
Menurut Van Hamel, kesalahan itu adalah unsur 
konstitutif, sedangkan Hazewinkel Suringa menolak pendapat 
tersebut dengan alasan bahwa yurisprudensi tidak melihatnya 
sebagai suatu unsur yang bersifat tetap. Adapun kesalahan 
dalam hukum pidana sebagai berikut:  
3) Kesengajaan (dolus) 
Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri 
Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun, 
1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia tahun 1915), dibuat antara lain bahwa kesengajaan 
itu adalah dengar sadar berkehendak untuk melakukan suatu 
kejahatan tertentu (de bewuste richting van den op een beaald 
misdriff). 
Rusli Effendy menuliskan dolus atau sengaja menurut 
Memorie van Toelichting (risalah penjelasan undang-undang) 
berarti si Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya 
(menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta 
akibatnya).46 
32 
Kata  sengaja  dalam  undang-undang  meliputi  semua 
perkataan dibelakangnya,  termasuk didalamnya  akibat dari 
delik. Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana 
dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:  
a) Teori Kehendak (Willstheorie) 
Teori ini diajarkan oleh Von Hipel (Jerman) dengan 
karangannya tentang "Die Grenze von Vorzatzund 
Fahriassigkkeif 1903, menerangkan bahwa sengaja adalah 
kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak 
untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata 
lain apabila dari seseorang melakukan perbuatan yang 
tertentu, tentu saja melakukannya itu hendak menimbulkan 
akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu 
justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya 
ataupun hal yang menyertai. 
Menurut teori kehendak ini adalah baik terhadap 
perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal yang 
menyertai, dapat dikehendaki oleh pembuat, sehingga 
kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan 




b) Teori Pengetahuan (Voorstellingstheorie) 
Teori ini dapat juga dikatakan teori membayangkan/ 
persangkaan. Teori ini diajarkan oleh Frank (Jerman) dalam 
karangannya tentang "Vorstellung und wille in derModemen 
Doluslehre" 1890 dan "Ueber den Aufbau des 
Schulsbegriffs" 1907. Menerangkan bahwa tidaklah mungkin 
suatu akibat atau hal yang menyertai itu dapat dikehendaki, 
dengan kata lain perbuatannya memang dikehendaki akan 
tetapi akibat atau hal yang menyertai itu tidak dapat 
dikatakan oleh pelakunya tentu dapat dikehendakinya pula, 
karena manusia hanya dapat membayangkan atau 
menyangkal terhadap akibat atau hal yang menyertai. 
Menurut teori pengetahuan/ membayangkan/ 
persangkaan bahwa akibat atau hal yang meyertai itu tidak 
dapat dikehendaki oleh pelaku, sehingga- si pelaku hanya 
dapat ditujukan kepada perbuatan saja. 
Jonkers sebagai penganut teori kemauan 
mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang 
bertindak tetapi kemauan.47 
Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga 
tingkatan, yaitu: 
1) adanya perangsang; 
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2) adanya kehendak; dan 
3) adanya tindakan.  
4) Kelalaian (culpa) 
Undang-undang tidak memberikan defenisi mengenai 
kelalaian, hanya memori penjelasan Memorie van Toelichting 
(M.V.T) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara 
sengaja dan kebetulan, bagaimana pun juga culpa dipandang 
lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu menurut 
Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu 
merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan 
pidana. 
Di samping itu sejarah perundang-undangan Memorie 
van Toelichting (M.v.T) yang memandang culpa sebagai 
pengecualian dolus sebagai tindakan yang lebih umum, 
mengajukan argumen untuk menerima unsur kesalahan 
sebagai bagian dari rumusan delik dengan atasan bahwa tanpa 
adanya kesengajaan, kepentingan menjamin keamanan orang 
maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang 
lain. Akibat ketidakhati-hatian tersebut orang lain bisa saja 
menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga 
ancaman pidana dianggap layak dikenakan padanya. 
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Arti kata culpa ialah kesalahan pada umumnya, tetapi 
dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai aril teknis, yaitu 
suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak 
seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga 
akibat yang tidak disengaja terjadi. Tetapi ada kalanya suatu 
akibat dari suatu tindak pidana begitu berat merugikan 
kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia 
yang dilakukan dengan tidak sengaja, sehingga keluarga 
merasa tidak adil karena si pelaku yang dengan kurang hati-hati 
menyebabkan kematian itu tidak dipidana. Misalnya pada 
seorang pengendara mobil yang menabrak orang yang 
menimbulkan kematian. Hukumannya tidak seberat seperti 
hukuman terhadap tindak pidana yang berunsur kesengajaan.48 
Lamintang mengemukakan tentang delik culpa adalah 
"Culpose delicted atau delik yang oleh pembentuk undang-
undang telah disyaratkan bahwa delik tersebut cukup terjadi 
dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat drhukum".49  
5) Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan 
kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap 
bersifat melawan hukum, tetapi si pembuatnya itu tidak dapat 
dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. 
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Alasan pemaaf dapat dirinci dalam:  
1) Alasan pemaaf umum, yang terdiri atas: 
Ketidakmapuan bertanggung jawab 
(onteorekeningsvatbaarheid non compoa mentis) 
sebagaimana Pasal 44 Kuhp, maksudnya menurut pasal ini 
terdakwa tidak dapat dihukum karena ketidakmampuannya 
bertanggung jawab misalnya karena kurang sempurna 
akalnya, idiot atau cacat sejak lahir, kelainan jiwa atau sakit 
jiwa. 
a. Daya paksa dalam arti sempit (overmath in enge zin) 
sebagaimana Pasal 48 KUHP. Maksud dari pasal 
tersebut adalah dalam keadaan terpaksa yang diartikan 
baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani, maupun 
jasmani dan kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, 
misalnya kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat 
dilawan atau suatu overmacht. 
b. Perintah jabatan tidak sah (onbevoegd gegeven 
ambelijkbevef) sebagaimana Pasal 51 ayat (2) KUHP . 
Maksudnya, perintah harus diberikan oleh kuasa yang 
berhak untuk memberikan perintah itu. Jadi kuasa 
tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang 
menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas 
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perbuatan yang telah dilakukannya. Namun jika orang itu 
dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah 
dan diberikan oleh kuasa yang berhak atas itu, maka 
menurut ayat 2 dalam pasal ini, orang ini tidak dapat 
dihukum. 
2) Alasan Pemaaf Khusus. 
Di dalam Buku II KUHP terdapat dasar penghapusan pidana 
khusus yaitu :50 
a. Pasal 164 dan 165 KUHP yang tidak pada waktunya 
menyampaikan permufakatan jahat untuk melakukan 
atau niat untuk melakukan yang tertera pada pasal-pasal 
104, 106, 107, 108 dan pada saat kejadian masih dapat 
dicegah   dengan   sengaja   tidak   memberitahukannya 
kepada pejabat kehakiman (kejaksaan) atau kepolisian 
atau kepada yang terancam apabila kejahatan benar-
benar dilakukan. Pasal 166 KUHP menyatakan bahwa 
ketentuan pada kedua pasal tersebut tidak berlaku bagi 
orang   yang   dengan   memberitahukan   itu   mungkin 
mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya 
atau keluarga sedarah atau semendanya, suami/istrinya 
atau bekas suami/istrinya, yang berhubungan dengan 
jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan 
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menjadi saksi terhadap orang tersebut. Ketentuan dalam 
pasal 166 KUHP merupakan dasar penghapus pidana 
khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu.  
b. Pasal 221 ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP mengancam 
barangsiapa  yang  menyembunyikan   atau   membantu 
untuk melepaskan  diri dari penyidikan  lanjutan  atau 
penahanan seseorang yang telah melakukan delik atau 
dituntut    karena    melakukan    kejahatan    atau    pun 
menghilangkan jejak kejahatan tersebut dengan maksud 
untuk menutup kejahatan tersebut atau untuk 
mempersulit penyidikan lanjutan perkara tersebut. Pasal 
221 ayat (3) menyatakan pasal 221 ayat (1) tidak berlaku 
bag! mereka yang menyembunyikan atau membantu 
penjahat tersebut adalah anaknya atau kerabat semenda 
menurut garis lurus atau suami/istri ataupun bekas 
suami/istrinya, 
c. Pasal 310 ayat (3) menyatakan : Barangsiapa yang 
mencemarkan nama baik orang lain baik lisan maupun 
tertulis, tidak dipidana jika ia melakukannya demi 
kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri. 
Perbuatannya dengan demikian dianggap tidak melawan 
hukum.  
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3) Alasan Pemaaf diluar Undang-Undang yang terdiri atas : 
a. Tak ada kesalahan sama sekali disingkat taksi atau tkss 
(afwezighed van alle schuld, disingkat avas). Meskipun 
dikatakan tidak ada kesalahan sama sekali, alasan 
penghapusan pidana tidak menghendaki bahwa semua 
kesalahan, semua celaan tidak ada sama sekali. 
Maksudnya bahwa pembuat telah, cukup berusaha untuk 
tidak melakukan delik, yang disebut : sesat yang dapat 
dimaafkan.51 
b. Alasan peniadaan pidana piutatif (putatieve 
strafuitslutingsgronden). Perbuatan yang dituduhkan 
kepada terdakwa tidak melanggar kepentingan hukum 
yang hendak dilindungi pembentuk undang-undang 
meskipun semua bagian tertulis dari rumusan delik 
terpenuhi. 
Kedua alasan diatas adalah menurut M.v.T 
mengemukakan apa yang disebut dengan alasan-alasan 
tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan seseorang 






1. Pengertian Narkotika 
Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat 
mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun 
elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan 
bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat 
penggunaannya. 
AR. Sujono dan Bony Daniel, (2011:2) mengemukakan bahwa 
kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "Narkoun" 
yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kemudian, Taufik 
Makarao (2003:16) mengemukakan bahwa "Narkotika adalah jenis zat 
yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang 
kepada terdakwa tidak melanggar kepentingan hukum yang hendak 
dilindungi pembentuk undang-undang meskipun semua bagian tertulis 
dari rumusan delik terpenuhi. 
Kedua alasan diatas adalah menurut M.v.T mengemukakan apa 
yang disebut dengan alasan-alasan tak dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya 
seseorang.52 orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara 
memasukkan ke dalam tubuh". 
Lebih lanjut UU No. 35 Tahun 2009 (AR. Sujono dan Bony 
Daniel, 2011:63) menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat 
41 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun 
semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 
dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang ini (mengenai daftar golongan narkotika telah diuraikan dalam 
Bab I). 
Merriam-Webster (AR. Sujono,dkk;2011:1) membuat defenisi 
sebagai berikut: 
A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the 
senses, relieves pain, and induces profound sleep but in 
excessive doses causes stupor, coma, or convulsions; 
 
(Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis 
tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan 
mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan 
pingsan, koma, atau kejang; 
 
A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that 
of addictive narcotics whether physiologically addictive and 
narcotic or not; 
 
Something that soothes, relives, or lulls (untuk menenangkan). 
Lebih lanjut (Hari Sasangka, 2003:33-34) menjelaskan bahwa: 
Defenisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat, antara 
lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah 
candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil 
dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, 
hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang 
menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam 
Hallucinogen, Depressant dan Stimulant. 
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Dari kedua defenisi tersebut, M. Rtdha Ma'ruf (Hari Sasangka, 
2003:33-34) menyimpulkan: 
a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan 
narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai 
jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. 
Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan 
narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika 
secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk di dalamnya zat-zat 
(obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, 
Depressant, dan stimulant. 
b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral 
yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau 
pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan. 
c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-
obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous 
drugs. 
 
2. Penyalahgunaan Narkotika 
Sampai saat sekarang in: secara aktual, penyebaran narkotika 
dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat 
memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan 
mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari 
bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan 
tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan 
narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah 
untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan 
remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah 
terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan di mana anak-anak 
pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah 
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banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau 
memang mengedarkan atau menjual narkotika dan obat-obat 
terlarang. 
Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan 
terhitung upaya pemerintah untuk memberantas penggunaan 
narkotika dan obat-obat terlarang, namun kasus-kasus tersangkut 
narkotika dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. 
Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau 
motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan 
obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis 
narkotika dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis 
yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila 
penjualan narkotika dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari 
bisnis narkotika dan obat-obat terlarang. 
Begitu bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalagunaan 
narkotika sehingga dalam Pasal114 ayat (l)Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa: 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal 
narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit                                   
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak                     
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
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Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 
114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang 
menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan 
hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh 
terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan 
tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau 
merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan 
sanksi hukum yang berat. 
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat 
diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian 
narkotika (obat) secara berlebih dan bukan untuk pengobatan, 
sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan 










A. Lokasi Penelitian 
Untuk penelitian lapangan penulis memilih lokasi di Pengadilan 
Negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Polres Wajo. Kedua 
Instansi  tersebut  relevan  dengan  permasalahan  yang  dikaji  dalam 
penelitian ini.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian kepustakaan 
maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan dalam 2 (dua) jenis data 
yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait sehubungan dengan penulisan proposal ini, pada lokasi 
penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, dan 
internet berupa materi-materi lain yang berkaitan dengan pembahasan 
dalam proposal ini 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian Lapangan (field research) yakni penelitian yang dilakukan 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui 
wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan 
dengan proposal ini. 
2. Penelitian Kepustakaan (library Reseach) yakni penelitian yang 
dilakukan dengan menelah buku-buku, peraturan perundang-
undangan, karya tulis, serta data yang diadapatkan dari penutisan 
melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan 
penulisan proposal ini.  
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik itu data primeer maupun data sekunder 
yang di analisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 
lisan dan perilaku dalam kenyataan di lapangan. 
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu 
penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari 
pengamatan-pengamatan dan penelitian di lapangan (baik berupa 
wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika 
Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi 
"Pengedar dan Pengguna" UU Narkotika Indonesia secara substansial 
dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU 
Psikotropika. M.Cherif Bossouni dalam "Substantive Criminal Law" 
mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan 
formulatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif, dan kebijakan 
administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang 
bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam 
kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan 
aplikatif/yudikatif. 
Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) 
dan perumusan lamanya sanksi pidana (straafmaat) maka UU 
Narkotika/UU Psikotropika yang berkolerasi pada "pengedar" dan 







Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Penggedar" UU Narkotika 
Pasal Jenis Sanksi/Strafsoort Bentuk Sanksi/Straafmaat 
Pasal111,112 Pidana penjara dan 
pidana denda 
1) Pidana   penjara   paling 
singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua 
betas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 
800.000.000,00 (delapan 
ratus juta   rupiah)   dan 
paling      banyak      Rp. 
8.000.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 
2) Pidana penjara seumur 
hidup      atau      pidana 
penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling 
lama   20   (dua   puluh) 
tahun dan pidana denda 
paling      sedikit      Rp. 
800.000.000,00 (delapan 
ratus juta   rupiah)  dan 
pidana denda maksimum 
sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
Pasal 11 3, 116 Pidana penjara dan 
pidana denda 
1) Pidana   penjara   paling 
singkat  5  (lima)  tahun 
dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 
1.000.000.000,00    (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 
10.000.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
2) Pidana mati, atau pidana 
penjara   seumur   hidup 
atau    pidana    penjara 
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  paling singkat paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada 




Pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup atau 
pidana penjara dan pidana 
denda 
 
1) Pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) 
tahun pidana denda paling 
sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp 
10.000.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 
2) Pidana mati, penjara 
seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 6 
(enam) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda 
maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 




Pidana seumur hidup atau 
pidana penjara dan pidana 
denda 
 
1) Pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 
800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 
8.000.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 
2) Pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara 
paling singkat paling 
singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) 
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tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 117 
 
Pidana penjara dan pidana 
denda 
 
1. Pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 
600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 
6.000.000.000.000,00 
(enam miliar rupiah). 
2. Pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana 
denda maksimum 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga) 
 
Pasal 118 119, 
121 
 
Pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup atau 
pidana penjara dan pidana 
denda 
 
1) Pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 
800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 
8.000.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 
2) Pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 





Pidana penjara dan pidana 
denda 
 
1) Pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 
600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 
5.000.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 
2) Pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima) 
tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 




Pidana penjara dan pidana 
denda 
 
1) Pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 
3.000.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah). 
2) Pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 






Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Pengguna" UU Narkotika 
Pasal Jenis Sanksi/Strafsoort 
Bentuk 
Sanksi/Straafmaat 
Pasal 116 Pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara dan 
pidana 
 
1) Pidana penjara 
paling singkat 5 
(lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima 
betas) tahun dan 
pidana denda paling 
sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 
(satu denda miliar 
rupiah) dan paling 
banyak Rp. 
10.000.000.000.000,
00 (sepuluh miliar 
rupiah). 
2) Pidana mati, atau 
pidana penjara 
seumur hidup atau 
pidana penjara 
paling singkat paling 
singkat 5 (lima) 
tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana 
denda maksimum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
Pasal 121 Pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup 
atau pidana penjara dan 
pidana denda 
 
1) Pidana penjara 
paling singkat 4 
(empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan 
pidana denda paling 
sedikit Rp. 
800.000.000,00 
(delapan ratus juta 




0 (delapan miliar 
rupiah).  
2) Pidana mati, pidana 
penjara seumur 
hidup, atau pidana 
penjara paling 
singkat 5 (lima) 
tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana 
denda maksimum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
Pasal 126 Pidana pidana penjara 
dan pidana denda 
 
1) Pidana penjara 
paling singkat 3 
(tiga) tahun dan 
paling lama 10 
(sepuluh belas) 
tahun dan pidana 
denda paling sedikit 
Rp. 600.000.000,00 
(enam ratus juta 
rupiah) 
2) Pidana penjara 
paling singkat 5 
(lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima 
betas) tahun dan 
pidana denda paling 
sedikit Rp. 
1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 
dan pidana denda 
maksimum 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
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Pasal 128 Pidana    kurungan atau 
pidana denda 
 
Pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan 
atau pidana denda 
paling banyak Rp. 
1.000.000,00 (satu juta 
rupiah). 
 




2) Dana kurungan 
paling lama 6 
(enam) bulan atau 




3) Pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) 
bulan atau pidana 
denda paling banyak 
Rp. 1.000.000,00 
(satu juta rupiah). 
Sumber Data : Paper Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika 
Dikaji dari optik hukum pidana materil maka UU Narkotika/Psikotropika 
mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) dan 
beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat). Pada 
dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa 
sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan 
tunggalfimperatif, sistem perumusan altematif, sistem perumusan kumulatif, 
sistem perumusan kumulatif-altematif (campuran/gabungan) dan sistem 
perumusan buta/blanc. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan 
lamanya sanksi pidana (strafmaat) dikenal adanya definite sentence system 
berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, fixed/indefinite sentence 
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system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara 
maksimum, kemudian determinate sentence system berupa ditentukan batas 
minimum dan maksimum ancaman pidana dan indeterminate sentence 
system berupa tidak dftentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU 
menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada 
aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih 
rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk 
pelaku kejahatan tertentu. 
Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) 
untuk "pengedar" dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi 
pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara 
dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113,116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 
UU Narkotika dan Pasal 60 UU Psikotropika) dan sistem perumusan 
kumulatif-altematif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 
115, 118, 119 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika). Kemudian 
untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam UU 
Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite 
sentence system atau sistem maksimum (Pasal 60, 61, 63 UU Psikotropika) 
dan determinate sentence system (Pasal 111, 112,113, 114,115,116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 59 UU 
Psikotropika). 
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Berikutnya pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan 
UU 5/1997) untuk "pengguna" dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan 
sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana 
penjara dan pidana denda (Pasal 126 UU Narkotika dan Pasal 62 UU 
Psikotropika), kemudian sistem perumusan kumulatif-altematif 
(campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 116,121 UU Narkotika dan 
Pasal 59 UU Psikotropika) dan sistem perumusan altematif antara pidana 
kurungan atau denda (Pasal 128,134 UU Narkotika), Kemudian untuk 
sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam UU 
Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite 
sentence system atau sistem maksimum (Pasal 128,134 UU Narkotika dan 
Pasal 62 UU Psikotropika) dan determinate sentence system (Pasal 
116,121,126 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika). 
Konklusi ketentuan UU Narkotika/Psikotropika baik "pengedar" 
maupun "pengguna" kebijakan legislasi sistem perumusan jenis sanksi 
pidana (strafsoort) mempergunakan sistem perumusan altematif, kumulatif 
dan sistem perumusan kumulatif-altematif (campuran/gabungan) dan 
untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) mempergunakan 
sistem indefinite sentence dan sistem determinate sentence. 
Kebijakan legislasi sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) 
mempergunakan sistem perumusan kumulatif-altematif (campuran/gabungan) 
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dalam UU Narkotika/Psikotropika   dirasakan   tepat   didasarkan    atas 
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
 Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi 
sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara 
eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem 
perumusan tersebut. 
 Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan 
yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian 
hukum (rechts-zekerheids) dan nuansa keadilan. 
 Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan 
kepastian hukum (rechts-zekerheids) maka ciri utama sistem perumusan 
ini didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif. 
 Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai ius 
constituendum dikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik 
membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau 
campuran. 
Kemudian dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana 
(strafmaat) maka UU Narkotika/Psikotropika .menganut 2 (dua) jenis 
strafmaat yaitu: Pertama, menganut sistem fixed/indefinite sentence system 
atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai "sistem atau 
pendekatan absolut/tradisional" dimana diartikan untuk setiap tindak pidana 
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ditetapkan "bobot/kualitasnya" sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan 
ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap 
tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana 
penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata 
"paling lama/paling banyak". Dianutnya sistem fixed/indefinite sentence 
system atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. 
Menurut Collin Howard, segi positifnya adalah sebagai berikut dapat 
menunjukan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana, memberikan 
fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan dan melindungi 
kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas 
kebebasan dari kekuasaan pemidanaan. 
Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek 
perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat 
terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana 
sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung 
dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat 
dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya 
pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. 
Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah akan membawa 
konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk 
tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-
undang selalu dihadapkan pada masalah "pemberian bobot" dengan 
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menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan 
maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak 
pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan 
pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai 
dan norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum 
yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum 
yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. 
Kedua, UU Narkotika/Psikotropika strafmaatnya juga menganut sistem 
determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum 
lamanya ancaman pidana. 
Pada dasarnya sistem determinate sentence ditinjau dari segi teoretis 
dan praktik juga memiliki kelemahan. UU Narkotika/Psikotropika sebagai 
kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam UU secara 
umum sedangkan praktik peradilan menterapkan UU secara kasuistis. Dari 
aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara. 
teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan 
keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif sistem 
determinate sentence ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) 
pandapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di 
bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh UU dengan 
argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum 
dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan UU. 
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Kemudian pendapat kedua hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari 
batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan UU berdasarkan asas 
keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukum.  
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika 
Berikut tabel yang menggambarkan data jenis putusan yang 
dijatuhkan kepada para pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam jenjang waktu 
2010 -2012 setelah keluarnya Undang-Undang Narkotika terbaru, Undang-
undang No. 35 Tahun 2009: 
Tabel. 3 Kasus  2010 












1. 3 Paket 









Pasal  112 
UU No.   35   
tahun 2009           
ttg Narkotika 
subsidair 
Pasal 115 uu 




denda      
800 juta     
sub 6 bulan 
 
4        Tahun 
denda     
800 Juta  












114   Ayat   
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milyar 











0 PN SKG 
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35 2009/Sub 




8 Tahun dan 





6 tahun dan 
denda        1 
















2. Buah Korek 
api gas 
3. 2 Buah pipet 
wama    putih 














1. 5         Paket 
Narkotika 
jenis     sabu-







114   ayat   
(1) UU   35   
tahun 2009 
sub N 2 AYAT 
1 UU No. 
35/2009 
 
5 Tahun dan 
denda     600 
juta      
rupiah 





denda     
800 juta   




















5          tahun 
denda      
800 juta    
sub    6 
Bulan 
kurungan 
4 tahun 800 









1. 18    Lembar 







ayat 1    sub   
Pasal 112    
ayat    1 
Kedua     
Pasal 127     
ayat     1 
Huruf a 







1. Satu       
paket serbuk    




a 2. 2  Buah 
korek gas 3. 
1    Buah   
alat isap 
Bong 4. Kartu     
nomor 
Handphone 
112     ayat 
(1) sub pasal 
127 ayat 1 
 








PNSKG   ' 
 




dengan berat     




2. Uang   
sebesar Rp. 
100.000 
112 ayat 1 
Sub Pasal 
127 ayat (1) 
 











1. 2 Paket sabu-
sabu     dalam 





112 ayat 1 
Sub Pasal 












1. Satu buah 
HP merk 




114    ayat    
1 sub 112 
ayat 1 
kedua padal 
127    ayat     
1 hurufa 

















2. 1        buah 
handphone 3.   





1 Tahun 1 
Tahun11 
 
10 Bulan 1 
Tahun 
 









Tabel. 4 Kasus  2011 


































3. Satu buah 
korek api 
gas 
4. Satu buah 
Hp Merk K. 
Touch 
warna hitam 
a. Pasal 114 
Ayat(1)UU 
No. 35 Th 
2009, Sub 
Pasal 112 
ayat (I) uu No. 
35 Thn. 2009 
b. Pasal 127 
ayat(1)huruf 


















































2. 1 buah pirex 
berbentuk 
bulat terbuat 
dari kaca  
3. Satu buah 
korek apt 
 
 Pasal 114 
ayat (1) UU 
No. 35 
thn2009 
 Pasal 112 
ayat (1) UU 
no. 35 Thn 
2009 
 Pasal 127 
ayat (1) UU 











































 Pasal 114 
ayat (1)uuNo. 
35th 2009 sub 
pasal 112 
ayat (1) UU 
35 th 2009 
5 Tahun 
denda 1 




















 Pasal 114 
ayat(1)UU 
No. 35 Thn 
2009 subs 
 Pasal 112 
ayat (I) UU 
No. 35 Thn 
2009 
 5 Tahun 
penjara 




 5 Tahun 
penjara 
















 Pasal 114 
ayat(1)UU 
NO. 35 THN 
2009 
 Pasal 127 
ayat(1)  
 Pasal 127 
ayat (1) huruf 
a .UU Rl No. 
35 thn 2009 
 5 Tahun 
penjara 






 5 tahun 
Penjara 
-    Denda 












 Pasal 114 
ayat(1) 
 Pasal 112 
ayat(1) 
 Pasal 127 
ayat (1) huruf 
a UU No. 35 
Thn 2009 



























2. Satu Bong 
3. Pipet plastik 
warna putih 




 Pasal 114 
ayat (1) sub 
112 ayat (1) 
atau 127 ayat 
(1) UU huruf 
a. UU no. 35 
thn 2009 









1. 1 Sachet 
sabu-sabu 
2. Satu set 
bong 
lengkap 
3. 1 Pipet 
plastik 
 114(1) Subs 




(1) Ket KUHP 
 T1 = 1 Thn 
3 Bulan 
 T2 = 3 
Tahun 
 T1 = 1 
Tahun 3 
Bulan 









2. pipet plastik 
wama putih 
3. Buah korek 
api gas 
 Pasal 112 
ayat (1) UU 
No. 35 thn 
2009 
 Pasal 127 
ayat (1) huruf 
a UU No. 35 / 
2009 






























































Pasal 55 ayat 
(1) Ke 1 
KUHP, jo 
pasal 64 ayat 
(1)KUHP 
 Pasal 127 
ayat (1) 
Huruf a UU 
No. 
35/2009.JO 
Pasal 55 ayat 
(1) Kel 1 
KUHP jo 
Pasal 64 ayat 
(1) KUHP 















































2. 40 Sachet 
Kosong 
3. 1 Siletwarna 
silver 
4. 1 Set bong 
Pasal 112 ayat 
(1) 
UU Rl atau pasal 
127 ayat 
(1)Huruf 
a. UU Rl No. 35 
Thn 2009 
 






























2.  2 buahHp 
Merk Nokia 
3. 1 Unit 
sepeda 
Motor 
 Pasal 114 
ayat (1) Subs 
 Pasal 112 
ayat(1)lebih 
sub 
 Pasal 127 
ayat (1) huruf 
a UU no. 35 
Thn 2009 






























































4. 1 buah Hp 
Merk Nokia 
 Pasal 112 
ayat(1) 
 Pasal 127 
ayat (1) huruf 


































































2. Satu set alat 
isap 
 Pasal 12 
ayat(1)subs 
127ayat(1) 



































































 Pasal 12 ayat 
1 sub 127 
ayat (1) huruf 
a UU RI No. 
35 tahun 
2009 













































ayat 1 sub 































Sumber Data : Pengadilan Negeri Sengkang 
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Tabel. 5 Kasus  2012 















2. 1 buah HP merk 
Nokia 
 
Pasal 112ayat 1 
UU No. 35 Tahun 
2009 ttg 
Narkotika Pasal 
127 ayat 1 1 UU 




















Pasal 115 ayat 1 



















Pasal 112 ayat 1 
1 UU No. 35 
Tahun 2009 ttg 
Narkotika Pasal 
131 ayatl UU No. 
















0,2349 gram dan 
satu buah HP 
merk Nokia 
berwarna Hitam 
Pasal 114 ayat 
(1) sub 112 ayat 
(1) lebih sub 127 
ayat 1 huruf a 
 














Netto 1,5 152 
gram 
Pasal 11 2 ayat 












1. 2 buah sachet 
Narkotika 
 
Pasal 112 ayat 
(1) Subsidair 127 
ayat (1) UU Rl 

















Pasal 112 ayat 
(1) sub 127 ayat 











1. 1 Sachet sabu-
sabu 
 
Pasal 112 ayat 
(1) sub 127 ayat 











1.   1 Sachet sabu-
sabu dengan berat 
Netto 0,05% 
 
Pasal 112 ayat 
(1) sub 127 ayat 
(1) huruf a UU 
No. 35/2009 
1 tahun 8 
bulan 
 







1. Satu paket sabu-
sabu netto, 
0,0493 
Pasal 114 ayat 1 
atau kedua 112 
ayat(1) atau 















Pasal 114 ayat 
(1) sub 112 ayat 
(1) 










1. 1 Set Bong 2.   3 
Korek api gas 3.   
Tiga lembar 
kertas poll 4.   22 
buah sachet 
bening 
1. 12 ayat 1 sub 
127 huruf a 
UURI No. 35 
tahun 2009 
 







1. Satu paket 
Narkotika jenis 
sabu-sabu 
dengan berat 0,1 
306 gram 
114 ayat (1)SUB 
112 Ayat (1)lebih 
sub 131 UU Rl 










1. 1 Sachet 
Narkotika jenis 
sabu-sabu berat 
0,0262 gram  
2. Satu set Bong  
3. I Pireks kaca 
bening 
114 ayat (1) sub 
112 ayat 1 lebih 
sub 127 ayat 1 













1. Satu buah kotak 




114 ayat 2 sub 
112 ayat (2) UU 






















1 14 ayat 1 sub 
112 ayat(1) UU 
RI No. 35 tahun 
2009 








Sumber Data : Pengadilan Negeri Sengkang 
Dari data Tabel di atas untuk tahun 2010, ada 12 Kasus Narkotika 
yang dijadikan sampel 1 diantaranya divonis bebas, Hukuman paling berat 
yakni 6 tahun denda 1 Milyar subsidair 1 tahun kurungan, yang sama dengan 
tuntutan jaksa, dan yang paling ringan adalah vonis bebas. Dengan tuntutan 
jaksa 1 tahun 3 bulan pasal yang sering dikenakan adalah pasal 112 ayat 1. 
Untuk tabel data 2011, dari 17 kasus yang dijadikan sampel, dari 24 
kasus 1 diantaranya juga divonis bebas, hukuman paling berat ada 3 kasus 
yang sama putusan hakimnya yakni perkara no.20/Pid.B/2011/PN.SKG, 
21/Pid.B/2011/PN SKG.29/PID/B/2011/PN SKG/ Ketiga-tinganya dihukum 
dengan 5 tahun penjara denda 1 milyar sub 1 bulan yang dimana tuntutannya 
5 tahun penjara denda 1 milyar sub 2 Bulan. Yang paling ringan adalah vonis 
bebas 1 kasus. Pasal yang dikenakan paling banyak 112 ayat 1 dan 114 ayat 
1 UU Narkotika no. 35 tahun 2009. 
Untuk Tabel data 2012, dari 16 kasus yang dijadikan sampel 1 kasus 
divonis bebas, Hukuman paling berat 6 tahun denda 800.000.000 dan paling 
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ringan vonis bebas. Tapi dari ketiga tahun tersebut yang dijadikan sampel 
tiap tahun mulai 2010-2012 terjadi peningkatan kasus yang signifikan yakni 
2010 hanya 12 kasus dengan barang bukti 21 paket sabu-sabu dan ditahun 
2011 kembali melonjak sebanyak 24 kasus dengan barang bukti 41 paket 
narkotika jenis sabu-sabu dan tahun 2012 sebanyak 33 kasus. Adapun 
diawal 2013 mencapai 5 kasus. Pasal yang diterapkan disesuaikan dengan 
Fakta persidangan untuk kasus Narkotika di PN. Sengkang yang sering 
digunakan adalah pasal 112, 114,127, dan Pasal 131. 
Selain data di atas, penulis juga memperoleh Informasi mengenai cara 
atau proses Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Narkotika di PN. 
Sengkang berdasarkan hasil wawancara (28 Februari 2013) terhadap Antyo 
Hari Susetyo, SH. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Sengkang 
mengemukakan bahwa Proses diawali dengan surat dakwaan Penuntut 
Umum (biasanya pasal-pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu : 
Pertama Pasal 114 ayat (1) atau kedua : Pasal 112 ayat (1) atau ketiga Pasal 
127 ayat (1) huruf a atau pasal 131/UU No. 35 2009) kemudian fakta hukum 
yang ditemukan akan menentukan posisi terdakwa apakah masuk dalam 
salah satu pasal yang sesuai. Hakim akan menjatuhkan hukuman bagi 
terdakwa yang terbukti berdasarkan fakta hukum dan pasal-pasal yang 
didakwakan oleh penuntut hukum. 
Untuk kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Sengkang selama 
kurung waktu 3 tahun terakhir setelah keluarnya Undang-Undang Narkotika 
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terbaru Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, hakim belum pernah 
memberikan putusan Maksimal bagi terdakwa karena memang kasus yang 
ada adalah kasus yang berskala kecil. (Rata-Rata berat 0,1 gram ) untuk 
jenis sabu-sabu. Belum pernah dalam kurung waktu itu ada kasus yang 
ditemukan dalam skala yang besar. Jadi, tidak menutup kemungkinan akan 
diberlakukan jika ditemukan kasus yang berskala besar. 
Tidak berbeda jauh dengan pernyataan yang dikemukakan Jusdi 
Pumawam, SH.MH berdasarkan hasil wawancara (28 Februari 2013) bahwa 
penerapan sanksi Pidana diawali dengan surat dakwaan Penuntut Umum 
(biasanya pasal-pasal yang didakwakan berbentuk alternatif yaitu : 'Pertama 
Pasal 114 ayat (1) atau kedua : Pasal 112 ayat (1) atau ketiga Pasal 127 ayat 
(1) huruf a atau pasal 131/UU No. 35 2009) kemudian fakta hukum yang 
ditemukan akan menentukan posisi terdakwa apakah masuk dalam salah 
satu pasal yang sesuai. Hakim akan menjatuhkan hukuman minimal bagi 
terdakwa yang terbukti terhadap salah satu Undang-Undang Narkotika itu. 
Majelis Hakim terhadap terdakwa didakwa atau dihukum dengan Pasal yang 
paling tepat diterapkan atas perguatan terdakwa dengan melihat fakta 
persidangan. 
Untuk kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Sengkang selama 
kurung waktu 3 tahun terakhir setelah keluarnya Undang-Undang Narkotika 
terbaru Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, hakim belum pernah 
menjatuhkan Pidana maksimal bagi terdakwa narkotika karena memang 
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kasus yang ada adalah kasus yang berskala kecil (Rata-Rata berat 0,1 gram) 
untuk jenis sabu-sabu. Belum pernah dalam kurung waktu itu ada kasus yang 
ditemukan dalam skala yang besar. Jadi, tidak menutup kemungkinan akan 
diberlakukan jika ditemukan kasus yang berskala besar. Bahwa penjatuhan 
pidana sangat bergantung pada fakta persidangan, Pertimbangan Hukum 
Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut. 
B. Analisa Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap   Pelaku 
Tindak Pidana Narkotika 
Untuk data kasus tahun 2010, dari 12 kasus yang masuk proses 
persidangan, putusan Hakim yang paling berat adalah kasus Nomor 
62/Pid.B/2010/PN.SKG, dengan putusan Hakim 6 tahun penjara denda 1 
milyar sub 6 bulan kuruangan. Dengan alat Bukti satu paket sabu-sabu 
dengan berat Netto 19,2572 gram. 
Menurut Hakim PN Sengkang yang diwawancara (28 Februari 2013) 
yang member! putusan 6 tahun penjara denda 1 milyar untuk kasus Nomor 
62/Pid.B/2010/PN.SKG, kami para Hakim memberi putusan berat karena 
dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dan dihadirkan di 
persidangan yakni 1 paket sabu-sabu dengan berat Netto 19,2572 gram. Ini 
mengindikasikan bahwa pelaku bukan hanya sebagai pengguna melainkan 
juga sebagai pengedar dengan alasan bahwa tidak mungkin seseorang 
menggunakan sabu-sabu sendirian dengan berat Netto mencapai 19,75 
gram. 
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Untuk vonis yang paling ringan adalah kasus Nomor 
73/Pid.B/2010/PN.SKG. yakni vonis bebas dengan barang bukti satu paket 
serbuk kristal bening yang mengandung Metafetamenia. 
Hakim PN Sengkang yang di wawancara (28 Februari 2013) 
mengatakan bahwa kami para Hakim mengambil putusan bebas terhadap 
pelaku karena tidak terbukti sebagai pengguna barang haram tersebut 
berdasarkan keterangan saksi. 
Untuk data kasus tahun 2011, dari jumlah 24 kasus yang masuk ke 
pengadilan, penulis mengambil 17 kasus sebagai sampel yang mewakili. Dari 
kasus tersebut, putusan Hakim yang paling berat adalah ada 3 kasus dengan 
Nomor Perkara 20 / Pid.B / 2011 / PN.SKG, 21 / Pid.B/2011 / PN.SKG, 29 / 
Pid.B / 2011 / PN.SKG. dengan putusan Hakim 5 tahun penjara denda 1 
milyar dengan barang bukti masing-masing 1 paket sabu-sabu dengan berat 
0,1670 gram, 1 paket sabu-sabu berat 0,1670, 1 paket sabu-sabu 0,0771 
gram karena ketiga pelaku terbukti di muka persidangan sebagai pengedar 
dan dikenakan pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 
tahun penjara denda 1 milyar. 
Untuk vonis paling ringan adalah vonis bebas adalah kasus Nomor 
175/Pid.B/2011/PN.SKG. Karena tidak terbukti bersalah dan keterangan 
saksi yang dihadirkan di persidangan dan hasil tes urine di Laboratorium. 
Untuk data kasus tahun 2012, dari 33 kasus Narkotika yang masuk ke 
pengadilan 16 kasus dijadikan sampel, putusan Hakim yang paling berat 
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adalah kasus Nomor 110/Pid.Sus/2012/PN.SKG yaitu 1 Kotak almunium 
berisi 8 paket Narkotika jenis sabu-sabu, hakim menjatuhkan vonis berat 
dengan menerapkan pasal 114 ayat 2 UU Narkotika karena dengan jumlah 
paket sabu-sabu yang lumayan banyak tidak mungkin hanya untuk 
digunakan sendiri. 
Untuk kasus yang paling ringan adalah kasus Nomor 
10/Pid.Sus/2012/PN.SKG divonis bebas setelah dituntut pasal 115 ayat 1 
udang-undang Narkotika karena tidak terbukti di persidangan. 
Dari data kasus selama kurung waktu tiga tahun terakhir, mulai dari 
tahun 2010 hanya 12 kasus dengan barang bukti 21 paket sabu-sabu dan di 
tahun 2011 kembali melonjak sebanyak 24 kasus dengan barang bukti 41 
paket narkotika jenis sabu-sabu dan tahun 2012 sebanyak 33 kasus. Adapun 
diawal 2013 mencapai 5 kasus. 
Hakim dalam memberikan putusan awalnya memisahkan kasus 
terdakwa sebagai pengedar atau pengguna. Setelah itu hakim menganalisa 
pasal yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan keterangan 
saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat ringan putusan yang akan 
dijatuhkan. Jadi, cara Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 
kasus Narkotika di PN.SKG sudah sangat adil dan sesuai dengan Undang-
Undang. 
Jumlah Narkotika yang digunakan atau diedarkan oleh terdakwa yang 
beratnya dibawah dari 1 gram narkoba jenis sabu-sabu maka dikategorikan 
77 
sebagai pengguna dan di atas 1 gram dikategorikan sebagai pengedar 
(Dasar: pada umunya orang memakai kurang dari 1 gram). 
Banyak hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mejatuhkan 
sanksi Pidana kepada terdakwa selain berat Narkotika, sifat perbuatan, 
penyebab pelaku melakukan tindak pidana, umur terdakwa sudah berapa kali 
terdakwa memakai dan atau mengedarkan Narkotika itu. 
Adapun faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sanksi atau 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut: 
a. Memberatkan 
 Merusak generasi muda bangsa 
 Tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kejahatan 
narkotika. 
b. Meringankan:  
 Kooperatif/berterus   terang/tidak   berbelit-belit   dalam   memberikan 
keterangan. 
 Sopan dalam persidangan 
 Tidak pernah terlibat kasus tindak pidana sebelumnya. 
 Menjadi tulang punggung keluarga dan menanggung banyak orang 
dalam keluarganya." 
Selain data di atas, penulis juga memperoleh data dari Tribun 
Timur com mengenai posisi kabupaten Wajo saat ini berdasarkan 
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peringkat Kasus Narkotika di Sul-Sel sebagai berikut:63 Kepala Badan 
Narkotika Kabupaten Wajo Amran Mahmud melansir bahwa Kabupaten 
Wajo menduduki peringkat ke empat peredaran narkoba se-Sulsel. Posisi 
itu menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Karena Wajo 
sempat berada di posisi ke dua. 
"Penurunan ini tentu tidak lepas dari peranan BNK dalam 
mensosialisasikan programnya untuk menekan angka peredaran narkoba 
di Wajo," kata Amran yang juga Wakil Bupati Wajo, Minggu (17/3/2013) 
kepada wartawan, la menambahkan, saat ini, Makassar masih menduduki 
peringkat pertama, disusul Kabupaten Pinrang kemudian Kabupaten 
Sidrap dan Wajo. 
Amran memaparkan, saat ini pihaknya terus menekan peredaran 
narkotika di Wajo dengan mensosialisasikan bahaya dari obat terlarang itu 
ke seluruh komponen masyarakat termaksud pelajar, mahasiswa, dan 
organisasi masyarakat lainnya. Selain itu, ia juga menyelipkan sejumlah 
program penyuluhan bahaya narkoba ke sejumlah SKPD di Kabupaten 
Wajo melalui Kesbang, Dinas Pendidikan, BKKBN, dan Kesehatan, 
bahkan di Kementerian agama. 
Kasus Narkotika di Kabupaten Wajo Pada tahun 2009 terdapat 15 
kasus dengan barang bukti 20 paket, di tahun 2010 hanya 12 kasus 
dengan barang bukti 21 paket sabu-sabu dan ditahun 2011 kembali 
melonjak sebanyak 24 kasus dengan barang bukti 41 paket narkotika 
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jenis sabu-sabu dan tahun 2012 sebanyak 33 kasus. Adapun diawal 2013 
mencapai 5 kasus. 
Sepanjang tahun 2013, Polres Wajo telah mengungkap lima kasus 
narkoba, dengan lima tersangka, dari lima kasus tersebut dengan satu 
orang tersangka merupakan perempuan. Kelimanya dibekuk di 





















Berangkat dari Rumusan Masatah, Hasil Penelitian dan Pembahasan 
maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hakim dalam memberikan putusan awalnya memisahkan kasus terdakwa 
sebagai pengedar atau pengguna. Setelah itu, hakim menganalisa pasal 
yang terbukti pada terdakwa. Selanjutnya barang bukti dan keterangan 
saksi sangat dipertimbangkan mengenai berat ringan putusan yang akan 
dijatuhkan. Jadi, cara Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa kasus Narkotika di PN.SKG sudah sangat adil dan sesuai 
dengan Undang-Undang. 
2. Analisa Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana terhadap tindak Pidana 
narkotika disesuaikan dengan barang bukti yang dihadirkan di 
persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dalam persidangan. 
B. Saran 
1. Seharusnya Majelis Hakim yang terhormat harus tegas dalam 
memberikan atau menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Pelaku 
Narkotika di Daerah Kabupaten Wajo dan jika perlu mengharapkan 
Pidana maksimum kepada Pelaku, maka Majelis Hakim tidak perlu 
ragu   untuk  menjatuhkan  sanksi  Pidana .maksimum  disesuaikan 
dengan fakta persidangan. 
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2. Untuk Kasus yang pelakunya adalah Anak, Majelis Hakim juga harus 
mempertimbangkan Faktor psikologis dan Sosiologis dari pelaku 
narkotika yang dilakukan oleh Anak, tidak semata hanya 
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